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' SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NoMOR 7 / PP.O4.2-Kpt / | sO4 I KPU -Kab / rt / 2O2O

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DAN KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2O2O

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-

Kptl03|KPU lll/2o2o tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Petunjuk

Telaris Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang

Hari Tahun 2020;

Mengingat :...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,
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Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II

Tanjung Jabung (l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 5O);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2Ot7 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan KabupatenfKota,

Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan

Kecamatan...
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Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun

2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2O2O (B,erita. Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-

Kpt/03IKPU /l/2018 tentang Petunjuk Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2O2O tentang

Pedomaa Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor

75/PP.OI.2-Kpt/ 1504/KPV-Kab/xttl2Or9 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nomor 66/PP.OI.2-Kpt/ls0a /KPU-
Kab/IX/2Ol9 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan...
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2020;

1. Surat Ketua KPU RI Nomor : l2lPP.O4.2-

SD/01/KPU/I/2O2O tanggal 10 Januari 2020, perihal

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam

Pemilihan Serentak Tahun 202O;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 112/HK.02-SDIKPUIOI/II/2O2O tanggal 11

Februari 2O2O Penlr.al Pembentukan Panitia Pemungutan

Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari Nomor 2|PP.O4.2-BA/KPU'

Kab/lso4lll2O2o tar,ggll 15 Januari 2O2O, tentang

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020;

MEMUTUSI(AN:

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK

PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari

Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Menetapkan jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan dalam

pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan

Kelompok...

KEDUA

-4-
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Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur Jambi, Bupati dan wakil

Bupati Batang Hari Tahun 2o2o sebagaimana tercantum

dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari kePutusan ini.

: petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari dalam pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas

pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari

Tahun 2O2O.

: Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah

dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini

dinyatalan sah dan tetap berlaku.

: Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang

berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib

menyusuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam

petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam l,ampiran

keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada ta.nggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 15 Februari 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya
T KOMISI PEMILIHAN UMUM

HARI
Hukum,

Anas

idih. kpu. go. id/ jambi/ batanehari
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 / PP.o4.2-Kpt / 1504 / KPU -Kab / tt I 2O2o

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DAN KELOMPOK PEI'TYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

HARI TAHUN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan oleh jajaran Komisi

Pemilihan Umum. Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan

lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/ Kota), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc,

sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri

atas KPU, KPU Prorrinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan

KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad

hoc itu, PPK, PPS dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan

kewajiban yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang

menyatakan bahwa KPU Kabupat en fKota membentuk PPK di setiap

Kecamatan atau sebutan lain, dan PPS di setiap desa atau sebutan

lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan

di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain. Oleh

karena tanggungiawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat

sementara (ad hoc), perlu ada standarisasi dalam proses pembentukan
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PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten agar PPK, PPS

dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan

dengan professional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan

atau pedoman bagi KPU Kabupaten dalam melaksanakan pembentukan

PPK, PPS dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS

terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan

berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman ini merupakan

personel yang berintegritas dan professional, yang pada akhirnya dapat

mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-Undangan.

B. MAKSUDDANTUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU

Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS,

PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Batang Hari, antara lain :

l. Memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme

pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai

Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan Pembentukan dan

Tata Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Batang Hari.

2. Memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan

dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Sedalgkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk

menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akuntabel sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teloris ini menjabarkan secara rinci terkait proses

Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Batang Hari dengan ruang lingkup sebagai berikut :

. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS ;

. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS; dan

. Pengangkatan PPDP.
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D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, selanjutnya disebut

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Batang

Hari untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari secara

langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur

Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disingkat KPU

Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara

Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disingkat

KPU Kabupaten Batang Hari sebagai lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara

Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Batang Hari.

5. Panitia Pemilihan Kecamatar, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari di

tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari di

tingkat kelurahan.

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP,

adalah Petugas Rukun Tetangga/ Rukun Warga atau nama lainnya

yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat

KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

9. Hari kerja adalah hari kalender.
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BAB IT

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS .

Calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran

sebagai Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang dilengkapi dengan

persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS dan KPPS

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktiannya yang tercantum

dalam tabel berikut:

NO PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN

a warga negara Indonesia; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

b berusia paling rendah 1"7

(tujuh belas) tahun

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

c setia kepada Pancasila

sebagai dasar Negara,

Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia

Tahun 1,945, Negara

Kesatuan Republik

Indonesia, Bhineka T\rnggal

Ika dan cita-cita Proklamasi

17 Agustus 1945;

Surat Pernyataan setia kepada

Pancasila sebagai dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945

d mempunyai integritas,

pribadi yang kuat, jujur dan

adil;

Penandatanganan pakta integritas

yang dilaksanakan pada saat

pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.

e tidak menjadi anggota Partai

Politik yang dinyatakan

dengan surat pernyataan

yang sah atau sekurang-

1. Surat Pernyataan bagi yang tidak

menjadi anggota Partai Politik;

atau

2. Surat Keterangan dari partai

idih. kpu. eo. idliambi/ batanehari
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kurangnya dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun tidak

lagi menjadi anggota Partai

Politik yang dibuktikan

dengan surat keterangan

dari pengurus Partai Politik

yang bersangkutan;

politik yang bersangkutan bagi

calon yang paling singkat 5 (lima)

tahun tidak lagi menjadi anggota

Partai Politik

f. berdomisili dalam wilayah

kerja PPK, PPS dan KPPS.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik; dan

2. Surat Keterangan domisili dari

RT/ RW atau sebutan lain bagr

calon yang alamat domisilinya

berbeda dengan alamat yang

tertera dalam Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk Elektronik.

ob' Mampu secara jasmani,

rohani, dan bebas dari

penyalahgunaan narkotika.

Surat Keterangan kesehatan

puskesmas atau rumah sakit

surat pernyataan bebas

penyalahgunaan narkotika.

dari

dan

dari

h Berpendidikan paling rendah

sekolah menengah atas atau

sederajat.

Fotokopi iaz*r sekolah menengah

atas/sederajat atau ijaz;ah terakhir

yang dilegalisasi oleh pejabat

berwenang atau surat keterangan dari

lembaga pendidikan formal yang

menyatakan bahwa yang

bersangkutan sedang menjalani

pendidikan sekolah menengah

atas/sederajat

1. Tidak pernah dipidana

penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena

melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau

lebih

Surat pernyataan tidak pernah

dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih.
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j Tidak pernah dijatuhi sanksi

pemberhentian tetaP oleh

KPU Kabupaten/Kota atau

Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu.

Surat pernyataan tidak Pernah

diberikan diberikan sanksi

pemberhentian tetap oleh KPU

Kabupaten/Kota' atau Dewan

Kehormatan Penyelenggaran Pemilu

apabila pernah menjadi anggota PPK,

PPS dan KPPS pada Pemilu atau

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil BuPati,

dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.

k Belum pernah menjabat

2 (dua) kali dalam jabatan

yang sama sebagai anggota

PPK, PPS dan KPPS.

Surat pernyataan belum pernah

menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan

yang sama sebagai anggota PPK, PPS

dan KPPS.

I Tidak berada dalam ikatan

perkawinan dengan sesarna

penyelenggaran Pemilu.

Surat pernyataan tidak berada dalam

ikatan perkawinan dengan sesama

penyelenggaran pemilu.

Keterangan:

a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu

kesatuan dengan surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK,PPS atau

KPPS yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum

dalam lampiran II.

b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d,

huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen

Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam t"ampiran II.

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf

a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap.

d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen

dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bagi Calon Anggota PPK

a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan

b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

2l Bagi Calon Anggota PPS

a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten dan 1 (satu)

rangkap Salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten, untuk

kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada PPK terpilih;

b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
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3) Bagi calon Anggota KPPS

a. 1 (satu) rangkap Salinan yang diserahkan kepada PPS;

b. 1 (satu) rangkap Salinan sebegai arsip KPPS'

2. Penjelasan Persyaratan

a. Dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten

mempertimbangkan komPosisi :

1) Tokoh masyaratat;

2) Masyarakat umum;

3) Pelajar atau mahasiswa.

b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh

belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b tidak dapat

dipenuhi di wilayah / lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS

dapat diambil dari desa atau sebutan lain / kelurahan lain yang terdekat.

c. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS dan KPPS, untuk
pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling

singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye

peserta Pemilu dan atau pemilihan, atau paling singkat 5 (lima)tahun tidak
lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang

dibuktikan dengan surat pernyataan.

d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan surat keterangan domisili angka

I huruf f, KPU Kabupaten mengutamakan calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

yang berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda

Penduduk Elektronik yang bersangkutan.

e. Untuk pemenuhan kelengkapan perayaratan mampu secara jasmani dan

rohani sebagaimana dimaksud pada angka I huruf g, KPU Kabupaten dapat

bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan

rekomendasi/ penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, serta

mekanisme pelayanan pembuatan Surat Keterangan di Rumah Sakit yang

direkomendasikan/ ditunj uk.

f. Da1am hal kelengkapan ijazah sekolah menengah atas/ sedera-iat atau ijazah

terakhir yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada angka t huruf h tidak
dapat dipenuhi oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS, yang bersangkutan

dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau

ijazah terakhir yang tidak dilegalisasi, dengan menunjukkan ijazah asli dan

menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut

asli.
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g. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS persyaratan pendidikan paling

rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada

angka t huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS

dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam

membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan

sebagai pemenuhan syarat tersebut.

h. yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali

dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka t huruf k,

yaitu :

1) Telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK,

PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan

Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernut, Bupafi dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

2) Penghitungan periodesasi adalah sebagai berikut:
a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2008;

b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;

c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;

d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;

3) Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU

Kabupaten dapat berkoodinasi dengan perguman tinggi dan tenaga

pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud
pada angka t huruf l, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu :

1) Antara sesama anggota PPK, PPS dan KPPS.

2) Antara anggota PPK,PPS dan KPPS dengan anggota KPU , KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten.

3) Antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan PPL.

4) Antar anggota PPK, PPS dan I(PPS dengan anggota Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

1. Pembentukan PPK

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun

2O17, ta}rapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam

pembentukan PPK, meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota

PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK,

dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
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Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut :

a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten

mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan

menggunalan format pengumuman sebagaimana yang tercantum

pada lampiran IL

b. Penerimaan pendaftaran calon PPK

Dalam tahapan menerima pendaftaran calon PPK, KPU Kabupaten :

1) Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari

setelah pengumuman berakhir'

2) Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada

peserta yang mendaftar atau kurang dari 2(dua) kali jumlah PPK

yang dibutuhkan, KPU Kabupaten membuka perpanjangan waktu

pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPK

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten :

1) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPk dengan

meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK

paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.

2) Mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad

paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi

berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan
selama 2 (dua) hari.

d. Seleksi tertulis calon anggota PPK

KPU Kabupaten melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan :

1) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) hari sejak

pengumumurn hasil penelitian administrasi.

2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten

setempat.

3) Dalam pelaksanaaan seleksi tertulis KPU Kabupaten :

a. Menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup :

(1) Pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup :

a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK.

b) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati
dan/atau walikota dan wakil walikota.

c) Penghitungan perolehan suara.

d) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
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(2) Pengetahuan kewilaYahan.

b. Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan

paling banyak 1O (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus

seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi

tertulis.

c. Mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling

lambat 1 (satu) hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi

tertulis.
d. Pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf

(c) dilakukan selama 3 (tiga) hari.

4) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan

perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas, efektif, efisien

serta keterbukaan dalam pelaksalaannya.

e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap

hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi

administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman

hasil seleksi tertulis.

f. Wawancara Calon Anggota PPK

KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :

1. Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis
berakhir.

2. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten

mencakup:

a. Rekam jejak calon anggota PPK.

b. Pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup :

(1) T\rgas, wewenang dan kewajiban PPK;

(21 Penelitian syarat dukungan calon perseor€rng€rn

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan

suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU

Kabupaten :

l). Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil

seleksi wawancara.

2). Menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon

anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri

atas :
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a. 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon

anggota PPK terPilih.

b. 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai

pengganti antar waktu.

3) Mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana

dimaksud pada angka 2t untuk mendapatkan masukan dan

tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) hari'

Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap

10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara

selama 7 (tujuh) hari masa penayangan pengumuman.

2l KPU Kabupaten melakukan klarifikasi atas masukan dan

tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4

(empat) hari setelah berakhirnya masa pengumuman.

3) KPU Kabupaten mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon

anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan

peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.

4l Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan

tanggapan masyarakat terdapat perubahan nalna calon anggota

PPK, KPU Kabupaten memberikan keterangan perubahan nama

calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaiman dimaksudpada

angka 3).

Pelantikan dan Penandatangan Pakta Integritas.

Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi

ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten, harus menandatangani

pakta integritas.

1.

2. Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun

2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13

Tahun 2OL7, tahapan kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten dalam

pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota

PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan

seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota

PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
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Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai

berikut :

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS'

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten

mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan

menggunakan format pengumuman sebagaimana tercantum pada

l,ampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten :

1) Menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari

setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

2) Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada

peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS

yang dibutuhkan, KPU Kabupaten membuka perpanjangan

waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten:

l) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan

meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS

pa-ling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.

2) Mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad

paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian adminsitrasi

berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan
selama 2 (dua) hari.

d. Seleksi tertulis calon Anggota PPS.

KPU Kabupaten melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan :

1) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilalukan 3 (tiga) hari
sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

2) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) hari
sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

3) Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten :

a) Menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup :

(1) Pengetahuan tentang Pemilu mencakup :

a. TIrgas, wewenang dan kewajiban PPS.

b. Penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati.

(2) Pengetahuan kewilayahan.
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b) Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan

paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi

tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi

tertulis.

c) Mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu)

hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.

d) Pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud

dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I'

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap

hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil

seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat

pengumuman hasil seleksi tertulis.

Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS.

KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara dengan

ketentuan :

1) Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi

tertulis berakhir.

2) Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten

mencakup:

a. Rekam jejak calon anggota PPS.

b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas,

wewenang, dan kewajiban PPS.

c. Klarilikasi tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten dapat mendelegasikan seleksi wawacara PPS

kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten

Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara,

KPU Kabupaten :

1) Mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi

wawancara.

2) Menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon

Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri

atas :

a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon

anggota PPS terpilih.

b. 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai

pengganti antar waldu.

f.
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3) Mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana

dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan

tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) hari.

h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II.

1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan

terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi

wawancara selama 3 (tiga) hari masa penayangan

pengumum€rn.

2) KPU Kabupaten melakukan klarifikasi atas masukan dan

tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling

latna 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pengumuman.

3) KPU Kabupaten mengumumkan kembali 3 (tiga) orang

calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi

berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.

4) Dalam hal berdasarkan hasil klarilikasi terhadap masukan

dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon

anggota PPS, KPU Kabupaten memberikan keterangan

perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman

sebagaimana dimaksud pada angka 3).

i. Pelantikan dan Penandatangan Pakta Integritas.

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi

ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten, harus

menandatangani Pakta Integritas.

3. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3

Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2O17, menyatakan PPS memiliki tugas dan

wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban

pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan

memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan

kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS,

Tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan

membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon

anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan

menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten.
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Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah

sebagai berikut :

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran PPS :

a. Mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-

tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik'

b. Menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah

pengumuman pendaftaran berakhir.

c. Perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari apabila

diperlukan.

2. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi PPS :

a. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan

persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tu1uh) hari

setelah masa pendaftaran berakhir.

b. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta

Klarilikasi:

a. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari

sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan masyakarakat.

b. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan

tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari;

c. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.

4. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU

Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

hari pemungutan suara.

Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten

tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu

dengan menggunakan format Keputusan Pembentukan PPK,

PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II

Keputusan ini.

2. Dalam hal te{adi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib

melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

Ketentuan lain dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS.D
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L. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi :

a. Pendaftar seleksi anggota PPK dan/atau PPS tidak

memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang

dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan

pendaftaran tidak ada pendaftar; atau

b. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau

seleksi tertulis tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari

jumlah yang dibutuhkan

KPU Kabupaten bekerjasarna dengan perguruan tinggi, lembaga

pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah

kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme

sebagai berikut :

a. KPU Kabupaten memutuskan dalam rapat pleno bahwa:

1) pendaftar;atau

2) peserta yang lolos seleksi administrasi atau seleksi

tertulis dalam seleksi terbuka,

tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang

dibutuhkan;

b. Untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang

dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten menetapkan

kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS untuk

dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan.

c. KPU Kabupaten memutuskan perguruan tinggi, lembaga

pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama

dalam proses rekruitmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah

kekurangan.

d. KPU Kabupaten melakukan verifikasi untuk memastikan

calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

e. KPU Kabupaten melakukan wawancara terhadap daftar

narna yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga

pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud

huruf b.

t KPU Kabupaten mengurutkan peringkat calon anggota PPK,

PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan

anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut.

g. KPU Kabupaten mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS

berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi,

idih. kpu. eo. idl iambi/ batanghari
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lembaga pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi

terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi

yang dilakukan.

2. Bragi KPU Kabupaten yang wilayah keq'anya melingkupi daerah

kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki

kesulitan geografis, dapat menyesuaikan mekanisme

pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS,

dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan

Bawaslu Kabupaten setempat, dan dilaporkan kepada KPU

Provinsi.

3. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta

yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepadda KPU

Kabupaten untuk bekerjasarna dengan perguruan tinggi,

lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan

anggota KPPS.

Ketentuan Peralihan.

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan

format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam :

a. Surat KPU Nomor 2228/PP/O4.2-SD/O1IKPU /XII/2O19
tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Keq'a

PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.

b. Surat KPU Nomor 22541PP.O4.2-SDIOI/KPU IXII/2O19 tanggal

13 Desember 2019 Perihal Ralat Surat KPU Nomor

2228 I PP I O 4.2-SD/ 0 1 / KPU / XII I 20 19 tanggal 6 Desember 20 1 9

perihal Pembentukan dan Masa Ke4'a PPK, PPS, PPDP dan

KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.

c. Surat KPU Nomor 12/PP.O4.2-SDlOl/KPU/I/2020 tanggal 10

Januari 2O2O periha-l Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2O20.

d. Surat KPU Nomor 42/PP.O4.2-SD/OI/KPU/I/2O2O tanggal 20

Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020.

Tetap dinyatakan sah dan berlaku.

2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang sedang berlangsung dan

yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan

yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

idih. kpu. qo.id / iambi / batanshari
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BAB III

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

a. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) narna calon

sekretaris dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada

Bupati untuk selanjubrya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama

sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) narna sebagai staf sekretariat PPK

dengan Keputusan Bupati.

b. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah

Daerah.

c. Sekretariat PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan

anggota PPK.

d. Pelantikan sekretariat dilakukan oleh KPU Kabupaten disertai dengan

penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPK :

Syarat Sekretariat PPK Kelengkapan Dokumen

tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin
pegawai.

Surat pernyataan tidak pernah

dijatuhi sanksi disiplin pegawai

Mampu secara jasmani dan rohani,

bebas dari penyalahguna€rn

narkotika

Surat keterangan

puskesmas atau

setempat

kesehatan dari
rumah sakit

mempunyai pangkat dan golongan

paling rendah II b

Surat keputusan tentang pangkat

dan golongan yang bersangkutan

Mengutamakan yang Memiliki

kemampuan dalam mengoperasikan

perangkat teknologi informasi

Surat pernyataan

mengoperasikan

teknologi informasi

Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta di tanda tangani.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari

sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :

. 1 (satu) rangkap asli; dan

. 1 (satu) rangkap salinan

idih. kpu. so. idl iambi/ batanehari
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B. SEKRETARIAT PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS,

dengan ketentuan :

1. Pembentukan Sekretariat PPS.

a. KpU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan

lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.

b. KPU Kabupaten menetapkan Sekretariat PPS dan Staf Sekretariat PPS

dengan Keputusan KPU KabuPaten.

2. Persyaratan dan pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

Syarat Sekretariat PPS Kelengkapan Dokumen

tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin

pegawai, khusus bagi yang berasal

dari Aparatur Sipil Negara.

Surat pernyataan tidak pernah

dijatuhi sanksi disiplin pegawai

independen dan tidak berpihak Surat pernyataan independen dan

tidak berpihak pada peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

Mampu secara jasmani dan rohani

dan bebas dari penyalahgunaall

narkotika.

Surat keterangan bebas dari

penyalahgunaan narkotika dan

surat kesehatan dari puskesmas

atau rumah sakit setempat.

Memiliki kemampuan dalam

megoperasikan perangkat teknologi

informasi.

Surat pernyataan mampu

mengoperasikan perangkat teknologi

informasi.

Keterangan:

1. Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar

dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.

2. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten sebanyak 2

(dua) rangkap dengan rincian :

1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap Salinan.

idih. kpu. eo. id/ iambi / batanehari
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BAB IV

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun

tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk

membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas Pemutakhiran

data pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih paling

banyak 800 (delapan ratus) orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.

No Syarat PPDP Kelengkapan Dokumen

a Tidak pernah dijatuhi sanksi

disiplin pegawai

Surat pernyataan tidak
pernah dijatuhi sanksi

disiplin pegawai.

b Independen dan tidak berpihak Surat pernyataan

independen dan tidak
berpihak pada peserta

Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati.

c Mampu secara jasmani

rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika.

dan

dari

Surat keterangan bebas

dari penyalahgunaan

narkotika dan surat
kesehatan dari
puskesman atau rumah

sakit setempat.

d Memilki kemampuan dalam

mengoperasikan perangkat

teknologi informasi

Surat pernyataan mampu

mengoperasikan

perangkat teknologi

informasi.

e Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih yang diusulkan oleh PPS

harus orang yang belum pernah

menjabat 2 (dua) periode dalam
jabatan yang sarna sebagai

petugas pemutakhiran data
pemilih atau panitia pendaftaran

pemilih

Surat pernyataan belum

pernah menjabat 2 (dua)

periode dalam jabatan

yang sarna sebagai

Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih atau Panitia

Pendaftaran Pemilih.

idih. kpu. eo. id/ iambi/ batanehari
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Keterangan :

Dokumen yang berupa surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta ditandatangani '

B. Penjelasan PersYaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang saina

sebagaimana dimaksud pada angka 1 basis huruf e' yaitu telah menjabat

2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Partarlih dalam pelaksanaan

Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan

WakilPresiden,atauPPDPdalamPelaksanaanPemilihanGubernurdan

WakilGubernuratauPPDPdalamPelaksanaanPemilihanGubernurdan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan periodesasi :

1. Periode pertama dimulai tahun 2004 sampai tahun 20O8

2. Periode pertama dimutai tahun 2009 sampai tahun 2013

3. Periode pertama dimulai tahun 2014 sampai tahun 2018

4. Periode pertama dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023

C. Pengumuman

KPU Kabupaten mengumumkan penetapan PPDP terpilih pada laman

dan media social KPU Kabupaten serta papan pengumuman dikantor

KPU Kabupaten, kantor kecamatan dan tempat-tempat yang mudah

dijangkau atau diakses Publik.

D. Penetapan,Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas.

KPU Kabupaten menetapkan PPDP dengan keputusan KPU Kabupaten.

PPDP yang telah ditetapkan wajib menadatangani pakta integritas

idih. kpu. eo. id/jambi/ batanshari
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BAB V

PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU

Kabupaten Batang Hari dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panilia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dan

petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 15 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BATANG HARI
Hukum,

Anas

ttd

idih.kpu.so.id/ iambi/ batanqhari



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 / PP.o4.2-Kpt/ 1 504/KPU-Kab/II I 2o2O

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI

TAHUN 2020.

DOKUMEN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK

PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BATANG FIARI TAHUN 2O2O.

1. SURAT PERI{YATAAN UNTUK CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PEI{TELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANG HARI TAHUN 2O2O.

2. SURAT PERI{YATAAN UNTUK PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O.

3. SURAT PERI{YATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O.

4. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O,

5. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI

KAI}UPATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI

TAHUN 2O2O.

6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI

TAHUN 2O2O.

idih. kpu. eo. id/jambi/ batanehari
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7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PBMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KAT}UPATtrN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O.

8. KBPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG

PBNETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PEI{YELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O.

g. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.

10. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

11. PORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KELOMPOK PEI.IYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA.

12.FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

idih. kpu. go. id /iambi / batanghari
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SURATPENDAPTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA/ KEI,OMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN BATANG HAzu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis Kel,amin

Tempat Tgl. I"ahir/ Usia
Pekerjaan
Alamat

: laki-laki/ Perempuan

/.......tahun

dengan ini mendaftarkal diri sebagai

berdasarkan Pengumuman Seleksi

Kabupaten Batang Hari Nomor ......... tanggal

calon
Ca-lon

anggota

Anggota

PPK/PPS/KPPS

PPK/PPS/KPPS

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi
memenuhi ketentuan Pasa-l 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2020

Pendaftar,

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

untuk
2017

idih.kpu. so. id/ iambi/ batanshari
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DAI'TAR RTWAYAT IIIDUP
CALON ANGGOTA PANITTA PEMILIHAN KECAMATAN/

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/ KEI-OMPOK PEI'{YELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNURJAMBI,
BUPAN DANWAKILBUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O

Pas Photo
3x4

l. Nama
2. Jenis kelamin

3. Tempat Tgl.Lahirfusia
4. Peke{aanlJabatan

5. Alamat
6. Status Perkawainan

7. Pekerjaan

8. Riwayat Pendidikan

9. Pengalaman Peke{aan

a. Khusus kepemiluan

: LakiJaki /Perempuan

: a. belum/sudah/pernah kawin *)

b. Nama istrr,/suami *): ... ... ... .

c. Jumlah anak orang

b b. Non Kepemiluan

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

a.
10. Karya Tulis/Publikasi

a. Khusus kepemiluan/demokrasi

b. Non Kepemiluan

11. Pengalaman Organisasi
No Nama Organisasi

b
c.

a.
b.
C

Jabatan Tahun
1

2 dst.

12. Lain-lain

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti
Pemenuhan Syarat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
Pemungutan Suara (PPS) darl Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi , Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari
Tahun 2020.

Keterangan : ") Coret yang tidak diperlukar.

idih.kou. so. id/ iambi/batanshari
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SURAT PERNYATAAN UNTUK CAI'N ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/ KELOMPOK PEI,.TYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jenis Kelamin

Tempat/Tgl Lahir/ usia

Peke4'aan Jabatan

Al,amat

/ .. ...tahun

Menyatalal dengal sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota

PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten:
l. Sebagai calon anggota PPK/ PPS/ KPPS Kabupaten Batang Hari setia kepada

Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal

Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya

bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim
kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Waki
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum;

3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tel,ah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari
terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsnekuensi hukum;

4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Batang

Hari atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabil,a pernah
menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;

6. belum pemah menjabat 2 (dua) kafi dalam jabatan yamg sama sebagai anggota
PPK, PPS dart KPPS;

7, mempunyai kemampuan dan kecakap6l de'|e11 membaca, menulis dan
berhitung

8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengal sesama penyelenggara Pemilu;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS*) KPU

Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
GUbernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

2020

Keterangan : ") Coret yang tidak diperlukan.

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.6000

(

idih. kpu. so. id/ iambi/ batanghari
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SURAT PERI.IYATAAN UNTUK
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jenis Kel;amin

Tempat/Tgl Lahir/usia

Pekerjaan Jabatan

Alamat

/.....tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai PPDP Kabupaten Batang

Hari:
1.

2.

3.

4.

tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati .

mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai

Petugas Pemutakhiran Data Pemith atau Panitia Pendaftaran Pemilih.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP Kabupaten

20..

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.6000

idih. kpu. so. id/jambi/ batanghari

)
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SURAT PERI.IYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIFIAN KECAMATAN / PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Jenis Kelarnin

Tempat/Tgl Lahir/usia

Pekerjaan Jabatan

Alamat

/.....tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS

Kabupaten Batang Hari:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati .

3. tidak pernah diiatuhi sanksi disiptin pegawai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU
Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun2O2O.

20....

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.6000

idih. kpu. eo. id / jambi/ batanehari

(



FORMAT KEPUTUSAN KPU
KAE}UPATEN / KOTA TENTANG

PENGANGKATAN PPK

KOMISI PEMILIIIAIY UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

PENGUMUMAN
NOMOR:

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIF{AN KECAMATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KEI,OMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O

Dalarn rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pernilihan
Kecarnatan, Panitia Pernungutan Suara dan Kelornpok
Penyelenggara Pernungutan Suara untuk Pernilitran Gubernur
dan Wakil Gubernur Jarnbi, Bupati dan Wakil Bupati Batang
Hari Tahun 2O2O, Kornisi Pernilikran LJrnurn Kabupaten Batang
Hari mengLrndang warga Negara Indonesia yang rnernenuhi
kualifikasi untuk rnendaftarkan diri rnenjadi anggota Panitia
Pernungr-tan Suara untuk Pernilihan Gubernur dan Wakil
Grrbernur, Bupati dan wakil Bupati Batang Hari Tahun 2a2o
dengan ketentuan sebagai berikut:
I. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPK,PPS dan KPPS:

a.. warga neg€rra Indonesia;
b. berusia paling renda.h 17 (tujuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talrun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Trrngga
Ika, dan cita-cita Proklarnasi 17 Agustus 1945;

d. rnernpunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak rnenjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan

dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5
(lirna) tahun tidak lagi rnenjadi anggota partai politik
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus
partai politik yarag bersangkrrtan, terrnasuk tidak rnenjadi
tirn karnpanye peserta Pernilu dan/ atau Pernilihan yang
dinyatakan dengan surat pernyataaJ:l yang sah atam paling

idih. kpu. eo. id/jambi/ batanehari
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singkat 5 (lirna) ta-hun tidak lagi rnenj adi tirn karnpanye
Peserta Pernilu dan/ atau Pernilihan yang dinyatakan
dengan surat pernyataan yang sah;

f. berdomisili dalam w'ilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

g. rnarnpu secara j asrnani, rohani, dan bebas dari
penyalatrgunaan narkotika;

h. berpendidikan paling rendah sekolah rnenengah atas atam

sederajat;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah rnerneroleh kekuatan hukurn tetap
karena rnelakukan tindak pidana yang diancarn dengan
pidana penj ara 5 (lirna) tal.un atau lebih;

j- tidak pernah diberikan sanksi pernberhentiantetap
oleh KPU Kabupaten/ Kota atam Dewan Kehorrnatan
Penyelenggara Pernilu ;

k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan ses€une penyelenggara

Pemilu; dan

1. belurn pernah rnenj abat 2 (dua) kali dalarn jabatan yang
sarna sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPK,PPS dan KPPS dalam
jabatan yang sanna yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode

berturut-turut sebagai anggota PPK,PPS dan KPPS dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
a. Periode pertarna dirnulai pada tahun 2OO4 hingga tahun 2OO8;

b.Periode kedua dirnulai pada tahun 2OO9 hingga tahun 2013;
c. Periode ketiga dirnulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
d. Periode keempat dirnulai pada tahun 2O19.

II. PENDAFTAR MEMBAWA KELENGKAPAN DOKUMEN BERUPA:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar

Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita
Proklarnasi 17 Agustus 1945;

idih. kpu. eo. id / iambi/ batanehari
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3. slrrat pernyataan tidak rnenj adi arrggota Partai Politik,
atan. paling singkat 5 (lirna) tahun tidak lagi rnenjadi
anggota partai politik, terrnasuk;

4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit
pemerintah;

s. surat pernyataan bebas dar-i penyalahgsnaan narkotika;
6- fotokopi ijaz,ah sekolah rnenengal. atas/ sederajat atau

ljazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang atan-r surat keterangan dari lernbaga
pendidikan forrnal yang rnenyatakan bahwa yang

bersangkutan sedang rnenj alani pendidikan sekolah
rnenengah atas / sederaj at;

7- surat pernyataan tidak pernal. dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnernperoleh
kekuatan trukurn tetap karena rnelakukan tindak pidana
yang diancarn dengan pidana penjara 5 (lirna) tahun atau
lebih;

a. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi
pernberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atan r
Dewan Kehorrnatan Penyelenggara Pernilu apabila pernah
rnenjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pernilu atanr
Pernilihan Gubermrr dan .Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9- sl.rrat pernyataan belurn perna}. rnenj abat 2 (dua) kali
dalam j abatan yang sarrra sebagai anggota PPK,PPS dan
KPPS; dan

10. surat pernyataan tidak berada dalarn ikatan perkawinan.

Seluruh dokurnen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai
berikut :

a'. PPK
1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten.
2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

b. PPS

1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten
dan 1 (satu) rangkap Salinan diserahkan kepada KPU
Kabupaten untuk kernudian diserahkan oleh KPU
Kabupaten kepada PPK terpilih.

2) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

idih.kpu.eo. id/ iambi / bataneha-ri
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C. KPPS

1) 1 (satu) rangkap Salinan yang diseral.kan kepada PPS.

2) 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip KPPS-

Kelengkapan dokurnen diantar langsung atalr dikirirn ke

Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari -. --. -. -.......pa1ing

larnbat......
Dernikian pengurnurnan ini disarnpaikan' Llntuk diketahui.

Muara Bulian,
Ketua KPU Kabupaten Batang Hari

(Narna Ketua)

idih.kpu. eo. id / iambi/ batanqhari
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FORMAT KEPUTUSAN KPU

KAE}UPATEN / KOTA TENTAN G
PENGANGKATAN PPK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN
BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN BATANG HARI

NOMOR.

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Kornisi Pernilihan Ljrnurn Nomor 3 Tahun 2Ol5
tentang Tata Kerja Kornisi Pemilihan l"Jmurn,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Urnum/Kornisi Independen Pemilihan
KabupatenfKota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecarnatan, Panitia Pernungutan Suara,
dan Kelornpok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pernilihan lJmurn Nomor 13 Tallun 2017,
yarag menyatakan anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi

Pernilitran Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarka.n pertirnbangan sebagairnana

dirnaksud dalam huruf a., perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten .....tentang Penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

b.

idih. kpu. eo. id/jambi / batanghari
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Kecamatan Kabupaten

untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun;

Undang-Undang Nornor l- Tahun 20 15 tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang
Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota rnenjadi

Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambatran

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagairnana telatr beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OL6

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nornor 1 Tahun 2OL5 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pernilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13O,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 3 Tahun
2Ol5 tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan LJmum,

Komisi Pernilihan Umum provinsi/Kornisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Kornisi pemilihan

Umum/Kornisi Independen pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalarn Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OLS Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraktrir
dengan Peraturan Kornisi Pemilihan lJmum Nomor

13 Tahun 2OI7 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemililran lJrnurn Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilitran (Jmum,

2

idih. kpu. so. id/jambi / batanghari
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Komisi Pemilihan Umum Prowinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pernilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerj a

Panitia Pemilihan Kecarnatan, Panitia Pemungutam

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/ atau Walikota dan W.akil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Ta}rtun 2Ol7 Nomor

ra9a);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9O5)

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan lJrnum Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2O19 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2O2O sebagairnana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENCANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANG HARI TAHUN 2O2O

idih.kou. eo. id / iambi/ batanehari
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Menetapkan

No. NAM A L\P ALAMAT
1

2
3
4
5

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Tatrun 2O2O

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dirnaksud

dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati Tahun ditingkat Kecamatan dan dalarn

rnelaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang tirnbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pernilihan Kecarnatan sebagairnana dirnaksud
dalarn Dikturn Kedua dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang

Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun

Masa keda Panitia Pemilihan Kecarnatan

sebagairnana dirnaksud dalarn Dilcturn KESATU selama

9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal

sampai dengan

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)

idih. kpu. go. id /jambi/ batanghari
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FORMAT KEPUTUSAN KPU

KABUPATEN/ KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)

Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2OI5 tentang Tata Kerja Kornisi Pernilihan lJmum,
Kornisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pernilitran

Umum/Komisi Independen Pernilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pernungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalarn Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagairnana telatr

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umurn Nomor L3 Tahun 2017,

yarag menyatakan anggota Panitia Pemungutan

Suara diangkat dan diberhentikan oleh Kornisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana

dirnaksud dalarn huruf a-, perlu menetapkan

Keputusan Kornisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ..... tentang Penetapan dan

b

idih. kpu. so. id /jambi/ batanghari
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Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan

Kabupaten Batang Hari untuk Penyelenggaraan

Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi,

Bupati dan Wakil Bupati Batarg Hari Tahun 2O2O;

Undang:-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 terltang

Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota rnenjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Talrun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 13O,

Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2O15 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilitran Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilil.an
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
d,an/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negana Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor

13 Tahun 2Ol7 tentaortg Perubahan Kedua atas

2

idih.kpu. eo. idljambi/ batanehari
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Peraturan Komisi Pernilihan umum Nomor 3 Tahun

2OLS tentang Tata Kerja Kornisi Pernilihan LJrnum,

Kornisi Pemilihan umurn Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Kornisi Pernilihan

Urnurn/Kornisi Independen Pernilihan

Kabupatenf Kota, Pernbentukan dan Tata Kerja

Panitia Pernilihan Kecarnatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalarn Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dal/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nornor

1a98);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 9O5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2OL9 tentang perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O sebagaimana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

KABUPATEN BATANG HARI UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan rnengangkat Anggota Panitia

Pernungutan Suara di Kecarnatan

KESATU

idih. kpu. eo. id/jambi / batanshari
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Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari

Tahun 2O2O sebagairnana tercanturn dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.
Panitia Pernungutan Suara sebagairnana dirnaksud

dalarn Dikhrm KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati Tahun di tingkat kelurahan/desa dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeral. Kabupaten.........
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun
2020.

Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

sebagairnana dirnaksud dalam Diktum KESATU selama

8 (delapan) bulan terhitung sej ak Tanggal

sarnpai dengan

Keputusa,n ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)

idih. kpu. eo. id / iambi/ batanehari

KEEMPAT
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

BATANGHARI

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN/DESA ...... KECAMATAN

WAKIL

BUPATI

KAE}UPATEN BATANG HAzu

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL

BATANGHARI TA}IUN 2O2O

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA.......,...... DI KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI, TAHUN 2O2O

A. Kelurahan Desa

B. Kelurahan Desa

C. Dst....

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI.

(NAMA KETUA)

No. NAM A L\P ALAMA T

1

2

3

No NAM A L\P ALAMA T

1

2

3

idih. kpu. eo. id /jambi/ batanqhari
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FORMAT KEPUTUSAN KPU
KAE}UPATEN/ KOTA TENTANG

PENGANGKATAN PPDP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN
BATANG HARI

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KELURAHAN/ DESA.......

KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2A2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang a. bal.wa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3)

Peraturan Komisi Pernilihan Umurn Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan lJmum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kornisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota,, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecarnatan, Panitia Pernungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggara€m Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagairnana telah
beberapa kali diubah, teraktrir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umurn Nomor 13 Tahun 2017,
yang menyatakan petugas pemtalrtriran data
pemilih diangkat dan diberhentikan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Kornisi
Independen Pernilihan Kabupaten / Kota;

b. balewa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dirnaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum

idih. kpu. eo. id/jambi/ batanghari
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Kabupaten............tentang Pengangt<atan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa
......Kecarnatan............Kabupaten Batang Hari
untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jarnbi, Bupati dan Wakil Bupati
Batang Hari Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentarrg Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13O,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

2. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi pernilihan Umum,
Kornisi Pemilihan IJrnum provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi pemilitran
Umum/Komisi Independen pemilihan
Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pernilihan (Jrnurn Nornor
13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

idih. kpu.eo.idl iambi/ batanshari
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2O15 tentang Tata Kerja Kornisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Acetr, dan Kornisi Pernilihan

Umum/Kornisi Independen Pemilihan
Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Keda

Panitia Pemilitran Kecamatan, Panitia Pernungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2OL9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 9O5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2O1g tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan ljmum
Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, program, dan
Jadwa,l Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O sebagaimana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor l5l1);

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KELURAHAN/DESA.................. KECAMATAN

KAIIUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANG HARI TAHUN 2O2O

Mengangkat Petugas Pemutaktriran Data Pemilih di
Kelurahan/Desa*)............... Kecarnatan

Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihal Gubernur

KESATU

Menetapkan

idih. kpu. eo. id / iambi/ batanehari
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dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati

Batang Hari Tahun 2O2O sebagairnana tercanturn dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagan tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagairnana

dirnaksud dalam Dikturn KESATU rnelakukan

pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang- undarrgan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota............... untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan
Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2O2O.

Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Dilrtum
KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak

Tanggal sampai dengan.............

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA}

idih. kpu.eo. id/ iambi/ batanehari
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIFIAN UMUM KAE}UPATEN

BATANGHARI

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DI DESA/KELURAHAN DI

KECAMATAN .........KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIFIAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANGHARI TAHUN 2O2O

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KELURAHAN/DESA... DI KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI, TAHUN 2O2O

A. Kelurahan Desa

B. Kelurahan Desa

C. Dst....

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)

No. NAM A
L\P

ALAMAT TPS
JUMLAH

PEMILIH
1 t_

2
3 2

4 3
5
6 4

7 5
8 dst

No NAM A
L\P

ALAMAT TPS
JUMLAH

PEMILIH
1 1
2 dst

idih. kpu. eo. id/jambi/ batanghari
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FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN / KOTA TENTAN G

PENGANGKATAN KPPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA.......

KECAMATAN KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 42 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Kornisi Pemilihan [Jmurn,

Kornisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi pemilihan

Urnum/Komisi Independen Pernilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pernilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Urnum Nomor 13 Tal.un 2C.'].7,

yang menyatakan anggota Kelornpok Penyelenggara

Pernungutan Suara diangkat dan diberhentikan

oleh Panitia Pemungutan Suara atas n€una Ketua

Komisi Pemilil.an Urnurn/Komisi Independen

Pernilihan Kabupaten/ Kota;

idih. kpu. so. id / iambi/ batanehari
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b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana

dirnaksud dalarn huruf a., perlu rnenetapkan

Keputusan Komisi Pernilihan Umum

Kabupaten/Kota, .....tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa

Kecamatan. .... . . . . Kabupaten untuk
Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang

Hari Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OI5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintatr Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tatrun 2OL6

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 13O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan (Jmurn,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kornisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Urnum/Kornisi Independen Pernilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pernilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelornpok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalarn Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

idih. kpu. eo. id /iambi/ batanehari
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dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 818)

sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nornor

13 Tahun 2Ol7 terrtamg Perubahan Kedua atas

Peraturarr Komisi Pemilihan Umurn Nomor 3 Tahun
2O15 tentang Tata Ke{a Kornisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor
14e8);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2OI9 tentang Tahapan, Prograrn, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 9O5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2O19 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wpli Kota Tahun
2O2O sebagairrrana (Berita Negara Republik

Indonesia Tatrun 2O19 Nomor 1511);

idih.kpu.so.id / iambi/ batanghari
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MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PEI.IYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI KELURAHAN/DESA.................. KECAMATAN

KABUPATEN BATANG HARI UNTUK

Kelurahan/Desa Kecarnatan

Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati
Batang Hari Tahun 2O2O sebagairnana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bngian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagairnana dirnaksud dalam Dildum KESATU

merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati
Batang Hari Tahun 2O2O di tingkat Tempat
Pemungutan Suara, darr dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangarr.

Segala biaya yang tirnbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten...............untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil
Bupati Batang Hari Tahun 2O2O.

Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara sebagairnana dimaksud dalam
Dilrtum KESATU selarna 1 (satu) bulan terhitung
sejak TanggaJ sampai dengan

idih. kpu. eo.id/ iambi/ bataneha-ri

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di
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KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Kornisi Pernilihan lJmurn Kabupaten

sebagai laporan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

idih. kou. so. id / iambi/ batanghari
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN

BATANGHARI

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA/KELURAHAN DI

KECAMATAN KAE}UPATEN BATANG

HARI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANGHARI TAHUN 2O2O

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA....... DI KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

B. Tempat Pemungutan Suara (TpS 2)

No. NAM A L\P ALAMAT
1

2

3

4

5

6

7

No. NAM A L\P ALAMAT
1

2

3

4

5

6

7

idih. kpu. eo. id/jambi/ batanehari
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2

3

4

5

6

7
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C. Ternpat Pemungutan Suara (TPS 2)

D. dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

Catatan:

1. Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota KPPS ditandatangani oletr Ketua PPS atas narna Ketua KPU

degan Kabupaten dan diberi stempel PPS.

2. Penomoran Keputusan tersebut menggunakan penomoran dari KPU

Kabupaten.

3. Keputusan tersebut wajib disarnpaikan kepada KPU Kabupaten

sebagai laporan.

4. Pengaturan font, margin halaman, dan nornor halarnan rnengikuti
ketentuan dalam Peraturan Komisi Pernilihan (Jmurn Nomor 17

Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pernilihan lJrnurn,
Komisi Pernilihan Umurn Provinsi/Kornisi Independen Pemilihan
Aceh dan Kornisi Pemilihan Urnum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 1442/F{K.O3-

Kpt/O3/I<PU /X/2O19 tentang Pedoman Pen5rusunan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pernilihan Urnum

idih. kpu. eo. id/jambi/ batanehari
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P.IIXTA IIITEGRITAS
AIT(XX)TA PAII ITIA PEUILIHAJT I{ICAilATAIT PEUILIHA]T GI'BERITUR DAT|

ITAISL GI'BERtrUR JA,UBI, PEUILIHAIT BUPATI DAIT WANIL BUPATI
BATAITGHARI
TAHI'T 2O2O

Pemilihal adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses

Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memifiki potensi dibajak oleh
individu-individu yang tidak bertanggung jawab' Pada saat bersamaal ada harapan
yang besar dari ralryat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.
Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini '.'...
tangga]....... bulan.........tahun............, bertempat di....'.....'...'..., saya Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatal.........., Kabupaten..........,
Provinsi.......... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Batanghari dengan ini menyatakan janji kepada raLyat Indonesia selama daLam
jabatan kami sebagai berikut:
l. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan

yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan
sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.

3. Memperlalukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan
dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan
berparlisipasi dalam setiap tahapan Pemil,ihan.

5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan

kua-litas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemaldirian,
imparsialitas non partisal dan adil.

7. Menolak pemberian, permintaan dan peq'anjian dalam bentuk apapun baik secara
langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari
prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta
pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.

8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1O. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
1 1. Membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
l2.Beke{a sampai pada bera,khirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur

dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia
dikenakan sanksi moral, sanlsi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Yang Menyatakan Janji,
Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN BATANG HARI

A.KADIR

idih. kpu.eo. id/jambi/ batanehari
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PAXTA IITTTGRITAS

ANGCIOTA STI(RETARIAT PANTTIA PEMILIHAN KECAMATAN DAIT
SEKRETARIA'T PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERITUR

DAN WAKIL GUBERITI'R.'AMBI, PEMILII{AN BUPATI DAN WAXIL BUPATI
BATANGHARI TAHUN 2O2O

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses
Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh
individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan
yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini......
tanggal....... bulan.........tahun............, bertempat di.................., saya Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari
Desa/Kelurahan..............Kecamatan..........,Kabupaten/Kota.........., Provinsi..........
bertekad untuk beke{a keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020,
dengan irri menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami
sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langusng, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil secara professional, efektif dan efisien;

2. Membantuk PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/desa
yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK/PPS;

3. Bekeq'a sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh
waktu, jujur dan adil

Apabila saya mel,anggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia
dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,
Saksi,

KETUA KOMISI PEMILITIAN UMUM
KAI}UPATEN BATANG HARI

A.KADIR

idih. kpu. eo. id / iambi/ batanshari
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PAITTA IITTEGRITAS

AXX}OTA PAISITIA PEUI'ITGIIDAIT SUARA PTUILIHAIT GI'BERITUR DAIT WANIL
GI'BDRITUR JIIilBI, PEMILIHAT BI'PATI DAIT WAIIIL BI'PATI BATAIIGIIARI

Tltflrrtr 2020

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini......
tanggal....... bulan.........tahur............, bertempat di.................., saya Anggota

Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan.,.........,Kecamatan..........,

Kabupaten Provinsi.......... bertekad untuk bekeda keras menyelenggarakan

Pemilihan GUbemur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Batang Hari Tahun 2O2O, den:gan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia

selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil secara profesional, efektif dal efrsien.

2. Metraksanakan semua tahapal penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan

yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan

sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.

3. Memperl,akukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan

dan para pihak yang memiliki preferensi polilik tertentu tanpa terkecuali.

4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan

berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.

5. Mel,akukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan

kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandfian,

imparsialitas non partisan dan adil.

7. Menol,ak pemberian, permintaan dan perjanjian daLam bentuk apapun baik secara

trangsung atau tida-k Langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari

prinsip-prinsip Pemifiharl yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta

pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.

8. Mencegah dan tidak melalukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Mencegah teq'adinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pemilihan adal,ah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses

Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dal memiliki potensi dibajak oleh

individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan

yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

idih. kpu.eo. id / iambi/ batanshari
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lo.Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap

tahapan penyelenggaraarl Pemilihan'

1 1 . Membantu KPU Kabupate n / ]Kata dal,am menyelenggarakan Pemilihan'

l2.Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu' jujur

dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini' saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan

Peraturan Perundang*undangan yang berlaku'

Yang Menyatakan Janji,
Saksi,

KBTUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATBN BATANG FIARI

A.KADIR

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 15 Februan 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

A.KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

HARI
Hukum,

Anas

ttd
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